Meni
a.

PERATURAN PEMERI NTAH REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 22 TAHUN 2006
TENTANG
PENAVBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLI K | NDONESI A
KE DALAM MODAL SAHAMPERUSAHAAN PERSERCOAN ( PERSERO)
PT SANG HYANG SER

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

nbang :
bahwa dal am rangka nenperkuat struktur pernodal an Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri, dipandang perlu
mel akukan  Penanbahan Penyertaan Mbodal Negara Republik
| ndonesi a Ke Dal am Modal Saham Perusahaan Per seroan (Perser o)
PT Sang Hyang Seri ;
bahwa Penanbahan Penyertaan Mdal Negara tersebut berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara Tahun Anggaran
2006 sebagai mana telah ditetapkan dal am Undang- Undang Nonor
13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara
Tahun Anggar an 2006;
bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu nenetapkan
Peraturan Penerintah tentang Penanbahan Penyertaan Modal
Negara Ke Dal am Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Sang Hyang Seri ;

Mengi ngat

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nonor 13,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 3587);
Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha M ik
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor
70, Tanbahan Lenbaran Negara Republik I ndonesia Nonor 4297);
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor
5, Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesia Nonor 4355);
Undang- Undang Nonor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapat an
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesia Tahun 2005 Nonmor 133, Tanbahan Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesia Nonor 4571);

Peraturan Penerintah Nonor 18 Tahun 1995 tentang Pengal i han
Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Sang Hyang Seri nenjadi
Perusahaan Perseroan (PERSERO (Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1995 Nonor 34);

Peraturan Penerintah Nonor 41 Tahun 2003 tentang Pelinpahan
Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada
Per usahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM dan
Per usahaan Jawat an (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha



M1lik Negara (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2003
Nonor 82, Tanbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
4305) .

9. Peraturan Penerintah Nonor 44 Tahun 2005tentang Tata Cara
Penyertaan Mddal Negara Pada Badan Usaha MI1ik Negara dan
Perseroan Terbatas (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun
2005 Nonmor 116, Tanbahan Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Nonor 4555);

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PEMERI NTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT SANG HYANG SERI

BAB |
PENYERTAAN MCODAL NEGARA

Pasal 1

Negara Republik Indonesia nelakukan Penanbahan Penyertaan WMbdal
Penerintah ke Dal am Mbdal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO PT
Sang Hyang Seri yang didirikan berdasarkan Peraturan Penerintah
Nonmor 18 Tahun 1995.

Pasal 2

(1) Penanbahan Penyertaan Mbdal Negara sebagai mana di maksud dal am
Pasal 1 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Bel anja Negara
Tahun Anggar an 2006,

(2) N lai Penanbahan Penyertaan Mbdal Negara sebagai mana di maksud
pada ayat (1) sebesar Rp.l00.000.000.000,(seratus mliar
rupi ah).

BAB | |
PELAKSANAAN PENAVBAHAN PENYERTAAN
MCODAL NEGARA

Pasal 3

Pel aksanaan Penanbahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Mbodal
Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO PT Sang Hyang Seri
sebagai mana di maksud dal am Pasal 1 dilakukan nenurut ketentuan
Undang- Undang Nonor 1 Tahun 1995, dengan menper hat i kan
ket ent uan- ket entuan yang tercantum dal am Undang- Undang Nonor 19
Tahun 2003, Peraturan Penerintah Nonor 41 Tahun 2003, dan
Peraturan Penerintah Nonor 44 Tahun 2005 serta peraturan
per undang- undangan | ai nnya.



BAB |11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan | ebih [anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan Perat uran
Penerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara
Badan Usaha M Iik Negara bai k sendiri-sendiri maupun bersama-sama
sesuai dengan tugas dan kewenangannya nasi ng- nasi ng

Pasal 5
Peraturan Penerintah ini nulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan  perundangan
Peraturan Penerintah ini dengan nenenpatannya dalam Lenbaran
Negara Republ ik I ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2006
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd
DR H SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSI A
REPUBLI K | NDONESI A,
ttd
HAM D AWALUDI N

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 2006 NOMOR 48



